BUPATI MIERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 3% TAHUN 2020
TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MERANGIN PADA PT. MERANGIN BIMA TAMA (PERSERODA)

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan,

memperluas ruang gerak dalam  melakukan
perluasan usaha, dan meningkatkan layanan kepada
masyarakat guna mendorong perekonomian di
Kabupaten Merangin, diperlukan adanya
penambahan penyertaan modal kepada PT. Merangin
Bima Tama (Perseroda);

. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada
perusahaan daerah ditetapkan dengan peraturan
daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten
Merangin Pada PT. Merangin Bima Tama (Perseroda).

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Sarolangun Bangko
dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor S50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2755);

Dipindai dengan CamScanner



-

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
schbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang

Perubahan Modal Dasar Perseroan  Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2017 Nomor 31){'1.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6173);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

Menetapkan

dan
BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MERANGIN PADA PT. MERANGIN
BIMA TAMA (PERSERODA).

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Dacrah adalah Kabupaten Merangin.
Bupati adalah Bupati Merangin.
Pemerintahan  Daerah  adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah
dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi  scluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,
. Pemerintah Daerah adalah

Perangkat Daerah

Pemerintah Daerah Kabuy
: D.cxlvan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rk
Daerah Kabupaten Merangin.

Bupati dan
sebagai unsur penyelenggara
paten Merangin,

ayat
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6.

11.

Penyertaan . modal  daerah  adalah  pengalihan

kepemilikan kekayaan daerah yang semula
merupakan kekayaan daerah vang tidak
dipisahkan menjadi kekayaan daerah vang
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai

modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

. Badan Usaha Milik Daerah vyang selanjutnya

disingkat BUMD adalah badan usaha yang scluruh
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya  disingkat APBD adalah  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin.
Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam
menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama
antar daerah dan/atau dengan badan usaha
swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal
daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu
maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan

adalah badan usaha yang merupakan persekutuan
modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan
kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya
terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan
pelaksanaannya.

Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya
disebut Perseroan adalah Badan Usaha Milik Daerah
Kabupaten Merangin yang modalnya terbagi dalam
saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima
puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah
Daerah.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penambahan penyertaan modal dimaksudkan untuk
penambahan modal pada BUMD milik Pemerintah
Daerah Kabupaten Merangin.

Pasal 3

Penambahan penyertaan modal bertujuan untuk:

a.

b.

mengembangkan usaha dan meningkatkan kinerja
Perseroda;

meningkatkan pertumbuhan perekonomian
masyarakat;
meningkatkan pelayanan masyarakat; dan

meningkatkan pendapatan asli Daerah.
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BAB Il

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

(1

(1

2

3

(1

(2

Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan penambahan
penyertaan modal dalam bentuk uang kepada PT.
Merangin Bima Tama (Perseroda).

Besaran penambahan penyertaan modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah
rupiah) dalam bentuk uang tunai.

Pasal 5

Penambahan penyertaan modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 merupakan modal
Pemerintah Daerah sebagai kekayaan daerah yang
dipisahkan.

Penambahan penyertaan modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Realisasi penambahan penyertaan modal Pemerintah
Daerah ke dalam modal PT. Merangin Bima Tama
(Perseroda) dilaporkan dalam Neraca Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
HASIL USAHA

Pasal 6

Bagian hasil usaha penambahan penyertaan modal
daerah merupakan presentase laba usaha berdasarkan
hasil audit.

Bagian  hasil penambahan penyertaan  modal
daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
menjadi  hak Pemerintah Daerah disetor ke~kas
daerah.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 1. 9 - 2020

BUPATI MERANGIN,

AL HARIS ‘

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 14, _ q - 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

—

—f=
HENDRI MAIDALEF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2020 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABU

PATEN MERAN
(3-40/2020) GIN PROVINSI JAMBI

Dipindai dengan CamScanner



